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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Dwangsom (Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.g/2022/PN.PLG dalam kasus 

sengketa tanah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : pertama, Bagaimana 

pertimbangan majelis hakim terhadap Dwangsom (Uang Paksa ) studi putusan no 

179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?; Kedua, Bagaimana tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap Dwangsom (Uang Paksa ) studi putusan no 

179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah?. Jenis penelitian hukum pada studi 

ini ialah penelitian hukum normatif (legal research) Berdasarkan hasil penelitian: 

pertama, 1.Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat 

terhadap dwangsom telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 

606a dan 606b RV yakni dwangsom menyertai hukuman pokok yang hukumannya 

bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan 

dwangsom  sudah tepat karena didasarkan Reglemen Acara Perdata (reglement op de 

Rechtsvordering) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv Pasal 606a dan 606b. 

Kedua, Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah dalam 

Hukum Ekonomi Syariah dalam kasus sengketa tanah dalam Hukum Ekonomi Syariah 

yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau 

menarik manfaat dan menolak mudarat. Maka penulis menarik kesimpulan  dwangsom 

boleh dilakukan karena bertujuan agar tergugat segera mengosongkan dua bidang tanah 

yang menjadi hak dari penggugat.  

 

Kata kunci : Dwangsom, Hukum Ekonomi Syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden 

Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 

A. Konsonan: 

Huruf Nama 
Penulisan 

Huruf Kapital Huruf Kecil 

 Alif Tidak dilambangkan ا

 Ba B b ب

 Ta T t ت

 Tsa Ts ts ث

 Jim J j ج

 Ha H h ح

 Kha Kh kh خ

 Dal D d د

 Dzal Dz dz ذ

 Ra R r ر

 Zai Z z ز

 Sin S s س

 Syin Sy sy ش

 Shad Sh sh ص

 Dhad Dl dl ض

 Tha Th th ط

 Zha Zh zh ظ

 ‘ ‘ Ain‘ ع

 Ghain Gh gh غ

 Fa F f ف
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 Qaf Q q ق

 Kaf K k ك

 Lam L l ل

 Mim M m م

 Nun N n ن

 Waw W w و

 Ha H h ه

 ` ` Hamzah ء

 Ya Y y ي

 

B. Vokal  

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggaldilambangkan dengan tanda atau harakat. 

Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

 مٓنَ  Fathah A ا َ

نَ  Kasrah I ا َ  م 

ف عَ  Dhammah U ا َ  ر 

 

2. Vokal Rangkapdilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

 ك ي فَ  Fathah dan ya Ai نًي

ولَ  Fathah dan Waw Au ت وَ   ح 

 

 

 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). 

Contoh: 



 

 

 
v 

Tanda Nama Latin Contoh Ditulis 

 

 ما\

 مۍ

Fathah dan alif atau 

fathah dan alif yang 

menggunakan huruf ya 

A/ā 
\ مَا تَ    

مَۍرَ  

Māta/ 

Ramā 

 

D. Ta Marbuthah 

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:  

a) Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatḥah, kasrah dan hammah maka 

translitarasinya adalah huruf ṯ; 

b) Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h; 

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua 

kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

  

طفاَ ل  
 Raudhatul athfāl = رَوْضَةَ الآْٔ

رَةُ  يْنةََالْمُنوََّ  Al-Madīnah Al-Munawarah = الَمَد 

يْن يةَ ِّ  Al-Madrasah ad diniyah = اڵْمَدْ ڒسَةاڵد 

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang 

bertanda syaddah tersebut. Misalnya: 

  Nazalla =نَزَلَ    Rabbanā = رَبَّناََ 

  Al-hajj =الَْحَج     Al-birr =اڵَْب ر  

F. Kata Sandang al 

1. Diikuti oleh huruf al-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, 

yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

mengikutinya. Contoh: 

ابُ     As-Sayyidu =الِّسي ِّدُ   At-Tawwābu =الَتَّوَّ

جُلُ   As-Syams =الشَّمْسُ    Ar-Rajulu =الَْرَّ
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2. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan 

bunyinya. Contoh: 

يْعُ      Al Jalāl =الَجَلاَلُ   Al-badī’u =الْبدَ 

تاَبُ    Al- qamaru =الَْقَمَرُ    Al-Kitāb =االَْك 

Catatan: baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh: 

رْتُ     Ta’khuzūna =    تاَخُذوَْنَ   Umirtu =أمَ 

 Fa ‘ti bihā =فَأت  ب هَا   ’As-Syuhadā =  الشُهَدَاءُ 

 

 

H. Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan 

tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca 

(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata 

setelahnya. Contoh:   

Arab Semestinya Cara Transliterasi 

 Wa aufū al- kaila Wa auful-kaila وَأوَْفَواالْكَيلَْ 

َّ  عَاى اڵنَّاس    Wa lillāhi ‘ala al nās Wa lillāhi a’lannās وَلِلَ 

 Yadrusu fi al Madrasah Yadrusu fil- madrasah يدَْرُسُ ف ى اڵْمَدْرَسَة  

 

I. Huruf Kapital 

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku 

dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal 

kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat 
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tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 

huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:  

Kedudukan Kata Arab Transliterasi 

Awal kalimat  ُمَنْ عَرَفَ نفَْسَه Man ‘arafa nafsahu 

Nama diri  ٌدٌ ا لَّرَسوُْل  Wa māMuhammadun illā rasūl وَمَا مُحَمَّ

Nama tempat  ُرَة نَ الَمَد  يْنَةَ المُنَوَّ  Minal- Madinatil-Munawwarah م 

Nama bulan  َرَمَضَان  Ila syahri Ramadana ا لَی شَهْر 

Nama diri yang 

didahului kata al 
ى  Zahaba as-Syāfi’ī ذهََبَ الشَّاف ع 

Nama tempat yang 

didahului kata al 
رَةَ  نَ الْقاَ ه   Raja’a min al-Qahirah رَجَعَ م 

 

J. Penulisan kata Allah  

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri 

sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak mengguunakan huruf kapital. 

Contoh: 

  ُ   Fillāhi = ف ى اللََّّ     wallāhu =وَاللََّّ

نَ اللََّّ    َّ   Minallāhi =م   Lillāhi=لِلَ 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Jangan Pernah Menyerah, Kegagalan Adalah Kesempatan Untuk Mencoba Lagi 

dengan Lebih Baik. 

(Thomas A. Edison) 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan rasa syukur atas do'a orang tua dan ridho Allah SWT. Penulis persembahkan 

skripsi ini kepada : 

 Ayahanda Amansyah dan Ibunda Nini Febrianti S.Pd yang telah memberikan 

semangat, motivasi, dan do'a. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bentuk sanksi hukum bermacam-macam. Dalam rumpun hukum perdata, 

terutama di pengadilan, dikenal suatu istilah sanksi yang dijatuhkan kepada pihak 

terhukum, yaitu “uang paksa” atau dwangsom. Uang paksa atau dwangsom sendiri 

bisa diartikan sebagai hukuman tambahan yang berupa sejumlah uang yang 

ditetapkan di dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak terhukum untuk 

dibayar setiap kali pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman pokok yang ada 

di dalam putusan. Dengan kata lain, adanya dwangsom dalam putusan bertujuan 

untuk menertibkan yang terhukum dan menjadi tekanan psikis akan 

dilaksanakannya hukuman yang ada di dalam putusan tersebut dengan suka rela.1 

Sanksi merupakan sebuah hukuman atau Tindakan paksaan yang diberikan, 

karena yang bersangkutan gagal menaati hukum. Hukuman yang diberikan tidak 

hanya berbentuk penjara. Melainkan, bisa juga dengan upaya mengekang 

seseorang baik fisik maupun psikis untuk tidak melakukan segala bentuk 

pelanggaran dan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain.2 

Bentuk sanksi dalam ranah hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk 

melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim atau 

hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan 

hukum baru.3 

                                                
1 Randi Aritama “PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA” Jurnal 

Riset IlmiahVol.1, No.3November2022.17 diakses pada 17 januari 2024 
2 Arne Huzaimah and Syaiful Aziz, “Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara 

Hadhanah Di Pengadilan Agama Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah,” Jurnal Al’Adalah, Vol. 15, 

No. 1 (2018), 126 diakses pada 17 januari 2024 
3 Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif,” 

Hukumonline.Com, last modified 2021, ps://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-

hukumpidana--perdata--dan-administratif,10 diakses pada 17 januari 2024 
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Dwangsom (uang paksa) merupakan sebuah hukuman tambahan yang 

dilimpahkan kepada Tergugat (pihak yang kalah) berupa membayar sejumlah uang 

kepada Penggugat (pihak yang menang) atas keterlambatan tergugat melaksanakan 

hukuman pokok yang diperintahkan hakim dalam amar putusan sejak hukuman 

ditetapkan, Apabila Tergugat melanggar putusan Hakim akan dikenakan dwangsom 

setiap harinya sampai dengan tergugat melaksanakan hukuman pokok secara 

sukarela. Dwangsom akan gugur ketika Tergugat melaksanakan hukuman 

pokoknya.4 Akan tetapi apabila Tergugat telah memenuhi dwangsom bukan berarti 

hukuman pokoknya gugur. Hukuman ini menjadi salah satu bentuk cara 

menghukum seseorang dengan menekapsikisnya agar tidak melalaikan hukuman 

yang diberikan kepadanya. Hukuman ini menjadi salah satu bentuk cara 

menghukum seseorang dengan menekan psikisnya agar tidak melalaikan hukuman 

yang diberikan kepadanya. Praktik penerapan Lembaga Dwangsom dalam peradilan 

di Indonesia tidak lain berasal dari undang-undang Belanda yang berlaku di 

Indonesia. Praktik dwangsom terdapat dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata 

(reglement op de Rechtsvordering) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv.5  

Pelaksanaan dwangsom dalam tata hukum acara perdata Indonesia didasarkan 

atas Pasal 606a dan 606b Rv. (Reglement op de Rechtvordering), yang menyatakan, 

dwangsom hanya dapat diadakan kepada putusan perkara yang dalam eksekusinya 

mengandung segala hukuman selain hukuman kepada pihak terhukum untuk 

membayar sejumlah uang. Walau memang Rv. tidak lagi dijadikan landasarn 

hukum, tapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 

Nomor: 38 K/SIP/1967, yang menyatakan, karena dwangsom sebagai unsur Rv. 

tidak dibahas spesifik di dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan tidak juga 

                                                
4 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen 

Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 

2020),14 diakses pada 17 januari 2024 
5 Cik Basir, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen 

Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 

2020),15 diakses pada 17 januari 2024 
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menyalahinya, maka dari itu patut dipraktikkan di dalam hukum acara perdata 

Indonesia.6 

Dalam konsep ekonomi syariah, ta’zir dan ta’widh sama-sama merupakan 

hukuman pembayaran sejumlah uang yang datang karena kelalaian atau 

wanprestasi, hampir sama dengan konsep awal dwangsom yang datang karena 

kelalaian melaksanakan isi putusan. Namun, di antara ta’zir dan ta’widh terdapat 

perbedaan mendasar yang perlu digaris bawahi, yakni, ta’widh diartikan sebagai 

kerugian riil yang harus diganti karena atas pelanggaran atau kesalahan, sedangkan 

ta’zir sendiri lebih besar cakupannya, karena dalam perspektif hukum Islam, berarti 

sanksi yang diberikan kepada orang. sedangkan ta’zir sendiri lebih besar 

cakupannya, karena dalam perspektif hukum Islam, berarti sanksi yang diberikan 

kepada orang-orang yang melanggar ketentuan. Sanksi ini bisa berupa hukuman 

seperti penjara atau denda.7 

Studi penerapan dwangsom dalam perkara sudah banyak dikaji sebelumnya 

dengan perspektif yang berbeda-beda. Baik itu dari perspektif Hukum Acara 

Perdata, maslahah al-buthi, yuridis, konsep perlindungan anak dan lain-lain, namun 

perbedaannya dari kajian ini yakni kajian ini merupakan studi kasus dengan 

menganalisis putusan Hakim No 179/pdt.G/2022/PN.PLG” dalam kasus sengketa 

tanah. Dengan maksud agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti memberi 

judul penelitian ini  “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom 

(Uang Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa 

tanah. Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda antara penelitian penulis 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini memiliki 

tujuan untuk meneliti kesesuaian konsep dwangsom (Uang Paksa) dengan konsep 

yang diperkenalkan hukum Islam. 

                                                
6 Ade Darmawan Basri “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa dalam Gugatan 

Perdata” El-Iqtishady | Volume 1 Nomor 2 Desember 2019,20 diakses pada 17 januari 2024. 
7 Muthoifin,Tri Maryati,Muhamad Subhi Apriantoro, Ahmad Imam Hambali “Ta’zirdan 

Ta’widhSebagai StrategiPendekatan Mengatasi Moral Hazard Nasabah” In Prosiding University 

Research Colloquium (pp. 85-95) 88, diakses pada 17 januari 2024. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa 

tanah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa 

tanah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di hasil akhir 

penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian dapat diketahui : 

a. Mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah. 

b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) pada putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa tanah. 

 

2. Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang 

luas bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah : 

a. Secara Teoritis :  

1) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian 

selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan . 

2) Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa, masyarakat umum 

tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dwangsom (Uang 
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Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus sengketa 

tanah. 

b. Secara Praktis  

Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus -kasus 

yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

Dwangsom (Uang Paksa) studi putusan no 179/pdt.g/2022/pn.plg dalam kasus 

sengketa tanah. 

D. Penelitian terdahulu  

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih 

dahulu yang ada kaitanya dengan tema yang ingin di teliti, anatara lain : 

Khosnol Khotimah (2021) dalam penelitiannya membahas tentang Analisis 

yuridis terhadap Putusan PTA. Makasar Nomor 85/Pdt.G/2015/PTA.Mks yang 

membatalkan Putusan PA Nomor 51/Pdt.G/2015.PA.Skg tentang penetapan dwangsom 

dalam perkara hadhanah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis 11 penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pernerapan dwangsom dalam perkara hadanah menjadi upaya untuk menekan 

tergugat agar mau menjalankan putusan atas kesadarannya sendiri dan sebagai upaya 

untuk memberikan perlindungan anak. Kemudian, pertimbangan hukum mengabulkan 

permohonan dwangsom dalam perkara hadanah di PTA. Makasar telah memenuhi 

landasan filosofis dan landasan yuridis.8 

Liulina Nuha (2019) dalam penelitiannya membahas tentang dwangsom 

Perkara hadanah dalam prespektif Hukum Acara Perdata (Anakisi Putusan Pengadilan 

Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas). Dalam studi ini penulis hendak 

mengetahui tinjauan hukum acara perdata terhadap dasar hukum Hakim Pengadilan 

                                                
8 Khosnol Khotimah, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTA. Makasar Nomor 

85/Pdt.G/2015/PTA.Mks Yang Membatalkan Putusan PA Sengkang Nomor 51/Pdt.G/2015.PA.Skg 

Fithriyah, N. N. URGENSI PENERAPAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM PERKARA hadanah 

perspektif maqashid al-syari’ah (analisis putusan hakim nomor 223/pdt. g/2019/pa. pdn dan 67/pdt. 

g/2020/pta. mdn) (bachelor's thesis, fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah jakarta). 60, 

diakses pada 17 januari 2024 
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Agama Pasuruan dalam memutus dwangsom perkara nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas 

dan tinjauan hukum acara perdata terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan 

Agama Pasuruan dalam memutus dwangsom perkara hadanah. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan 

(library research).9  

Mansari, Soraya Devi (2019) dalam penelitiannya membahas tentang 

penerapan dwangsom terhadap biaya pemeliharaan anak pascaperceraian di Mahkamah 

Syari’ah Sigli. Studi ini membahas tentang factor -faktor yang melatarbelakangi hakim 

tidak menetapkan dwangsom dalam putusan padahal, menurut Penulis putusan tanpa 

dwangsom memberikan peluang bagi seseorang mengabaikan segala kewajiban yang 

telah ditetapkan kepadanya. Serta membahas perealisasian nafkah anak pasca 

perceraian tanpa dwangsom. Hasil dari studi ini bahwa factor yang melatar belakangi 

hakim tidak menerapkan dwangsom pada putusan adalah tidak adanya permintaan dari 

ibu, hakim bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir, dan pengetahuan 

hukum masyarakat rendah.10 

Dewi Oktavia (2022) dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan 

putusan dwangsom dan kontribusinya dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di 

Indonesia (studi putusan nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla). Hasil penelitian menunjukan 

berdasarkan pertimbanagn hakim dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Agama 

Kalianda memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus sedangkan 

hak hadanah disertai dwangsom diberikan kepada penggugat sebagai upaya mencegah 

kemudharatan tergugat tidak melaksanakan putusan hakim. Dalam eksekusi putusan 

nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Kla tentang dwangsom dalam perkara cerai gugat komulasi 

hadhanah, tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat sehingga sanksi 

                                                
9 Liulin Nuha, “Dwangsom Perkara Hadhanah Dalam Prespektif Hukum Acara Perdata 

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)” (Skripsi S-1 

Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019). 18 diakses pada 17 januari 2024 
10 Mansari and Soraya Devi, “Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak 

Pascaperceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Sigli,” Jurnal Media Syari’ah, Vol. 21, No. 2 (2019) 29 

diakses pada 17 januari 2024 
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dwangsom dengan sendirinya gugur. Hal ini menunjukan adanya kontribusi penerapan 

dwangsom sebagai perwujudan nilai-nilai kemaslahatan dlam Pembaharuan Hukum 

Keluarga di Indonesia.11 

Muhammad Iqbal (2020), mengemukakan bahwa dalam putusan nomor 

376/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang perkara hadhanah. Hakim dalam memberikan putusan 

bertentangan dengan asas ultra petita partium yakni pada putusan hakim menambahkan 

petitum berupa dwangsom yang tidak dimintai oleh Penggugat. Namun asas ini cukup 

luas sehingga berlaku asas lex specialis derogate legi generali yang mengacu pada KHI 

bahwa hak asuh anak yang belum mumayiz jatuh kepada ibu, disamping itu hasil 

RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan 

dwangsom dalam perkara hadanah. Sehingga penambahan petitum dwangsom oleh 

Hakim dianggap telah tepat.12 

Muhammad Rizal Afriansyah (2022) dalam skripsinya yang berjudul 

Problamatika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang 

Paksa (Dwangsom). Ia menarik kesimpulan bahwa dasar hukum kewenangan 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan pembayaran ganti rugi (dwangsom) 

dalam penyelesaian sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan 

Yurisdiksi. 2. Penafsiran hukum ketentuan Pasal 116(7) Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada penafsiran 

gramatikal. Deskripsi frasa atau bunyi kalimat. Dalam hal ini, ketentuan yang akan 

ditafsirkan oleh penciptanya terdapat dalam Pasal 116 ayat 7.13 

                                                
11 Dewi Oktavia, “Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan 

Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018.PA.Kla),” 2022, 60, 

diakses pada 17 januari 2024 
12 Muhammad Iqbal, “Analisi Putusan Nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas (Tentang Ultra Petita 

Partium Dalam Perkara Hadhanah)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2020), 

https://idr.uinantasari.ac.id/14516/. (UIN Antasari Banjarmasin, 2020) 43-44 diakses pada 17 januari 

2024 
13 Muhammad Rizal Afriansyah “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui 

Pembayaran Uang Paksa (Dwangsome)” Universitas Muhammadiyah Mataram2022. 12 diakses pada 

17 januari 2024 
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E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

penelitian hukum pada studi ini ialah penelitian hukum normatif (legal 

research) merupakan penelitian yang biasanya dilakukan berupa studi 

dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, 

kontrak/perjanjian/akad/teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian 

hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini 

dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum sehingga 

penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian  

Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu 

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang diteliti. 

3. Sumber Data 

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang artinya 

data tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka melainkan dalam susunan kata 

dan kalimat. Dalam penelitian ini, terdapat jenis data yang digunakan, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan No 

179/pdt.g/2022/PN.PLG Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan 

Reglement op de Rechtvordering (RV). 

b. Sumber data sekunder 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari 

buku-buku, jurnal, artikel serta tulisan lain yang menjadi bahan dasar 

permasalahan pokok utama dalam penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi Pustaka (library research) terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran 

bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca melihat, 

mendengar maupun dengan penelusuran melalui media internet atas segala hal 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dimana 

keseluruhan data yang tercantum dalam penelitian ini merupakan narasi yang 

menjelaskan tentang hukum terkait. Penulis terlebih dahulu memaparkan data 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. 

6. Teknik Penulisan  

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan buku 

pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  Tahun 2022. 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam studi ini terdapat beberapa sub bab untuk mendapat gambaran tentang 

kerangka dan alur penulisan skripsi ini, serta apa saja topik yang aka dibahas dalam 

skripsi ini. Maka, sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:  

Bab Pertama,  memuat pendahuluan yang merupakan acuan dari penelitian 

ini. Dalam bab satu ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah 

yang merupakan inti dari pembahasan. Kemudian dari latar belakang masalah 

muncul rumusan masalah yang diteliti. Setelah adanya rumusan masalah, 

selanjutnya ada kegunaan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan 

dengan kajian penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber yang 
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dijadikan sebagai sumber pendukung dari objek penelitian. Kemudian membuat 

kerangka teoritis sebagai sebagai panduan dasar dalam memaparkan metode atau 

cara-cara yang dilakukan dalam penyusunan skripsi. 

Bab Kedua, bab ini memuat penjelasan tentang landasan teori yang akan 

digunakan Penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian, maka pembahasan 

dalam bab ini mengenai tinjauan umum terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap dwangsom (Uang Paksa) berdasarkan putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG 

tentang sengketa tanah . 

Bab Ketiga, bab ini akan mendeskripsikan penetapan hakim No 

179/pdt.6/2022/PN.PLG. Dimulai dari penjelasan secara singkat mengenai posisi 

kasus sengketa tanah , seperti di Pengadilan Negeri Palembang dimana perkara 

tersebut diputuskan dan siapa pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. 

Kemudian, menjelaskan kronologi sengketa tanah , lalu putusan hakim Pengadilan 

Negri terhadap sengketa tanah tersebut. Dalam hal ini, Penulis akan menganalisis 

pertimbangan hakimnya, kemudian menganalisis tuntutan dwangsom dalam putusan 

tersebut, jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah apakah terdapat 

kemaslahatan dalam penerapan tersebut.  

Bab Keempat , bab terakhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari 

penulis serta saran. 
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BAB II 

 Tinjauan Pustaka 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Uang Paksa (Dwangsom) 

1. Pengertian Dwangsom 

Secara bahasa, dwangsom terambil dari bahasa Belanda yang arti literalnya 

adalah pembayaran denda secara berkala, tapi konteksnya ialah “uang paksa” 

atau “pembayaran denda”.14 Sedangkan dalam bahasa Inggris biasa diartikan 

sebagai penalty, liquidated damages, dan fine. Bahasa Arab mengenal 

dwangsom sebagai syarth jaza’i, gharamat at-ta’khiriyah, dan gharamat al-

maliyah yang artinya hukuman yang bersifat finansial.15 

Dalam terminologi hukum, penalty bisa dimaknai sebagai “sejumlah uang 

yang patut dibayar oleh yang terhukum karena lalai dalam melaksanakan 

ketentuan yang dibebankan kepadanya di dalam suatu ketetapan yang 

mengikat.”16. sedangkan liquidated damages ialah “sejumlah uang yang 

disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan suatu kontrak 

yang kemudian harus dibayar oleh salah satu pihak yang melanggar kontrak 

tersebut”17; dan fines dengan pengertian “sejumlah uang yang sudah ditentukan 

untuk menghukum orang yang terhukum karena melakukan suatu 

pelanggaran”.18 

                                                
14 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), 1 diakses pada 17 januari 2024. 
15 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), 2 diakses pada 17 januari 2024. 
16 Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti dari Brown; Tayloe v. Sandiford, 7 Wheat. 13, 5 L. 

Ed. 384; Watt v. Sheppard, 2 Ala. 445. https://thelawdictionary.org/penalty/80 diakses pada 17 januari 

2024 
17Diterjemahkan dan disimpulkan secara bebas dari 

https://thelawdictionary.org/liquidateddamages 1 diakses pada 17 januari 2024 
18 Diterjemahkan dan disimpulkan secara bebas oleh peneliti dari Goodman v. Durant B. & L. 

Ass’n, 71Miss. 310. 14 South. 146; State v. Belle, 92 Iowa, 258, 00 N. W. 525. Diakses dari 

https://thelawdictionary.org/fine/ 10-13 diakses pada 17 januari 2024 

https://thelawdictionary.org/liquidateddamages
https://thelawdictionary.org/fine/
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Walau memiliki persamaan, di mana ketiganya merupakan hukuman karena 

melanggar suatu ketentuan, tapi liquidated damage dan fine lebih dimaksudkan 

dan lebih biasa gunakan di dalam pembuatan kontrak.19 Sedangkan penalty, 

walau terkesan terlalu umum, tapi secara pemaknaan lebih dekat dengan 

dwangsom sebagai sejumlah uang yang harus dibayar secara paksa.20 

Penalty (Dwangsom) dan fine (Boute) memang memiliki persamaan, di 

mana keduanya bisa diartikan sebagai denda, hanya saja yang membedakan 

adalah bahwa fine bisa langsung ditetapkan secara jumlah dan tidak ada tawar-

menawar, setelah ketetapan terkait denda tersebut disahkan yang jumlahnya 

sama untuk setiap pelanggaran. Di lain sisi, penalty dalam penetapannya dapat 

berbeda-beda, tergantung pertimbangan hukum seorang hakim terkait kasus 

yang diputuskannya.21 

Dalam memberikan pengertian terkait dengan dwangsom, para ahli 

memiliki batasannya sendiri-sendiri, seperti yang dikutip oleh Lilik Mulyadi:22 

a. Prof. Mr. P.A. Stein, menjelaskan bahwa uang paksa (dwangsom) 

merupakan: “Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman 

tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau 

sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa 

ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa 

sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.”  

b.  Mr. H. Oudelar, memberi penjelasan yang sejalan dengan Stein bahwa 

uang paksa (dwangsom) adalah: “Suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim 

yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam 

keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok.” 

c. Marcel Some, sendiri memberi penegasan atas uang paksa (dwangsom) 

sebagai: “Suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak 

                                                
19 Dapat dilihat di KUHPerdata Belanda Buku 6 Pasal 94 di mana kata “boete” dapat diartikan 

sebagai fine dalam bahasa Inggris; https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-

english/boete,23,diakses pada 17 januari 2024. 
20 Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti dari Brown; Gosselink v. Campbell, 4 Iowa, 300.  

https://thelawdictionary.org/penalty/20 diakses pada 17 januari 2024 
21 Oost Jaspers, Wat is het verschil tussen een dwangsom en een boete?, Jaspers Advocatuur, 

diakses dari https://jaspersadvocaat.nl/dwangsom/dwangsom-boete ,5-6 diakses pada 17 januari 2024 
22 Lilik Mulyadi, S.H., MH., Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Djabatan, 2001),  80 diakses pada 17 januari 2024 

https://thelawdictionary.org/penalty/20
https://jaspersadvocaat.nl/dwangsom/dwangsom-boete
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memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk 

menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok.”  

Secara garis besar, Harifin Tumpa juga memaparkan, bahwa uang paksa 

merupakan sejumlah uang yang diminta oleh pihak penggugat untuk 

dikabulkan oleh hakim dan dibebankan kepada pihak terhukum setiap kali 

pihak terhukum lalai dalam memenuhi hukuman pokok yang ada di amar 

putusan. Dwangsom pun juga dimaksud untuk mendorong terhukum 

menunaikan hukumannya tepat waktu.23 

Hal serupa juga dipaparkan oleh Abdul Manan, dwangsom adalah suatu 

tuntutan tambahan (subsidair) yang diajukan oleh penggugat kepada pihak 

tergugat berupa sejumlah uang agar dalam putusan hakim ditetapkan supaya 

terhukum harus membayarnya jika hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh 

si terhukum.24 

Pemaparan para ahli terkait dwangsom memiliki persamaan dalam hal 

dwangsom adalah hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada 

terhukum atas permintaan penggugat untuk membayar sejumlah uang bila 

hukuman pokok selain pembayaran sejumlah uang tidak dipenuhi. Kemudian 

diberi penambahan pengertian pula, bahwa dwangsom merupakan bentuk 

tekanan psikis agar terhukum mau menunaikan hukuman pokok. 

2. Praktik Dwangsom dalam Tata Hukum Belanda 

Praktik dwangsom dalam hukum beracara di negara Belanda 

mendasarkannya kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Belanda Buku 

2 Pasal 611a, yang berbunyi:25 

a. Atas permintaan salah satu pihak, pengadilan dapat memerintahkan 

pihak lain untuk membayar sejumlah uang yang disebut pembayaran 

denda secara berkala (dwangsom), dalam hal tidak dipenuhinya putusan 

pokok, dengan tidak mengurangi hak untuk mendapat ganti kerugian 

jika dibenarkan. Namun, dwangsom tidak dapat dikenakan dalam hal 

perintah pembayaran sejumlah uang. 

b. Pembayaran dwangsom tidak dapat dibatalkan sampai pelaksanaan 

putusan yang menetapkannya telah dilaksanakan. 

                                                
23 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015),18 diakses pada 17 januari 2024 
24 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Pustaka Grafika, 2015), 438-439 diakses pada 17 januari 2024 
25 Artikel 611a Rechtvordering (6iia Rv.), Woetboek, diakses dari  

https://wetboekplus.nl/burgerlijkerechtsvordering-boek-tweede-artikel-611a-dwangsom/,1-7 diakses 

pada 17 januari 2024 

https://wetboekplus.nl/burgerlijkerechtsvordering-boek-tweede-artikel-611a-dwangsom/,1-7


 

14 

 

14 

c. Pengadilan dapat memutuskan bahwa terhukum tidak dapat dikenakan 

dwangsom sampai dengan batas waktu tertentu. 

Dari ketiga penggalan ayat di atas dapat dipahami bahwa praktik 

dwangsom di Belanda hampir sama dengan di Indonesia, yaitu bersifat accesoir 

yang diminta untuk diputuskan oleh hakim dari pihak penggugat dan bertujuan 

untuk mendorong terhukum melaksanakan putusan pokok. Perbedaannya 

terletak pada pengadilan yang dapat menentukan berdasarkan pengajuan dari 

pihak terhukum bahwa terhukum dalam jangka waktu terntu tidak dapat 

dijatuhi dwangsom. 

Hal tersebut lebih lanjut dibahas di dalam Pasal 611d yang membahas 

tentang pembatalan dwangsom, di mana pengadilan setelah menjatuhkan 

putusan dwangsom, atas dasar permintaan terhukum, dapat membatalkan atau 

menangguhkannya, serta mengurangi pembayaran dwangsom sepanjang waktu 

tertentu atau untuk seterusnya dalam hal terhukum tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan putusan pokok dengan dwangsom yang sebelumnya sudah 

diputuskan, dengan catatan bahwa terhukum mengajukan permohonan sebelum 

jatuh tempo putusan pokok.26 

Memang terkesan adanya perbedaan kewenangan pengadilan di antara 

praktik dwangsom di Belanda dan Indonesia, tapi sebetulnya secara prinsip 

tetaplah sama, yaitu pengadilan baik dalam memberlakukan dwangsom atau 

pun membatalkannya harus berdasarkan permintaan pihak-pihak yang 

berperkara, karena jika dalam hal ini majelis hakim mengambil keputusan tanpa 

adanya gugatan, maka putusan yang dihasilkan akan menjadi ultra petita dan 

bisa jadi dinyatakan cacat (invalid).27 Dasar yuridis atas asas ultra petita ini 

dapat dilihat pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. yang 

menyatakan bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh 

menjatuhkan putusan yang tidak digugat. 

 

 

3. Dasar Hukum Dwangsom 

Dasar hukum penerapan dwangsom dalam praktik hukum acara perdata di 

Indonesia berangkat dari pemaparan Pasal 606a dan 606b Rv., yang menurut Lilik 

                                                
26 Artikel 611d Rechtvordering (611d Rv.), Woetboek, diakses dari 

https://wetboekplus.nl/burgerlijkerechtsvordering-boek-tweede-artikel-611d-dwangsom-opheffen/ 
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 801, diakses pada 17 januari 2024. 
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Mulyadi28 dan Harifin Tumpa29 dalam hal rumusan sama dengan isi Pasal 611a dan 

606b Rv. (Reglement op de Rechtvordering) Belanda, yang memiliki bunyi dalam 

bahasa Indonesia30: 

a. Pasal 606a Rv. (Reglement op de Rechtvordering): 

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk 

sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat 

ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi 

hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang 

besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan 

uang paksa”. 

b. Pasal 606b Rv. (Reglement op de Rechtvordering): 

“Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum 

berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa 

yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru 

menurut hukum “ 

Selain Pasal 606a dan 606b Rv., landasan yuridis pemberlakuan dwangsom 

juga terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor: 791/K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973, yang di dalam 

pertimbangan hukumnya, majelis memaparkan bahwa penerapan dwangsom tidak 

dapat diberlakukan untuk tindakan membayar sejumlah uang. 

Berangkat dari pasal tersebut, Harifin Tumpa31 dan Lilik Mulyadi32 

mendefinisikan dwangsom untuk memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, 

dwangsom dianggap accessoir atau pelengkap, yang artinya dwangsom hanya dapat 

digugatkan jika diajukan bersama-sama gugatan pokok, dan jika gugatan pokok ini 

ditolak, maka dwangsom pun juga otomatis tertolak. Kedua, dwangsom sebagai 

                                                
28 Lilik Mulyadi, S.H., MH., Tuntutan Uang Paksa dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Djabatan, 2001), 86, diakses pada 17 januari 2024. 
29 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 52 diakses pada 17 januari 2024. 
30 nada Media Group, 2010), 17 Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), 

diaksesdarihttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/undangundang/rv_reglement

%20op%20de%20rechtvordering.pdf, 52, diakses pada 17 januari 2024. 
31 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 18—19 diakses pada 17 januari 2024. 
32 Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara 

Perdata, (Bandung: Alumni, 20120, 181—186 diakses pada 17 januari 2024. 
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hukuman tambahan atau subsidair, artinya dwangsom baru bisa dijalankan bilamana 

hukuman pokoknya tidak dijalankan. Ketiga, dwangsom bersifat menekan terhukum 

secara psikis (dwaang middelen) untuk melaksankan isi putusan hakim. 

Merujuk kepada Pasal 611b Rv. Belanda, jenis dwangsom dibagi menjadi tiga 

macam33, yaitu:  

1) Pembayaran sejumlah uang yang secara sekaligus di waktu yang sudah 

ditentukan. Contoh dari dwangsom jenis ini adalah semisal tergugat 

harus membayar besaran dwangsom senilai Rp.100.000.000,-- (seratus 

juta rupiah) jika dalam jangka 1 (satu) bulan sejak aanmaning (sidang 

pembacaan teguran) belum juga melaksanakan putusan pokok. 

2) Pembayaran sejumlah uang setiap jangka waktu. Bentuk ini ialah yang 

paling lazim dipraktikkan di Indonesia, contohnya pada kasus di mana 

terhukum harus membayar sejumlah uang sebagai dwangsom sebesar 

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan 

pemenuhan putusan. 

3) Pembayaran sejumlah uang di setiap pelanggarannya. Biasanya, 

dwangsom jenis ini diberlakukan untuk sistem hak asuh anak yang 

berbagi antara ibu dan ayah. Misalnya, seorang ayah sebagai terhukum 

harus membayar sejumlah uang sebagai dwangsom karena menolak 

menyerahkan anaknya kepada ibunya, yakni pihak yang menang. 

Peran hakim dalam hal dwangsom sangat ditonjolkan, mengingat hakim memiliki 

wewenang untuk menolak atau menerima menjatuhkan dwangsom.34 Di samping itu, 

hakim juga perlu menimbang kemampuan tergugat dalam menetapkan besaran 

dwangsom sehingga fungsi dwangsom tersebut dapat terlaksana dengan efektif,35 yakni 

nantinya besaran tersebut dapat menjadi suatu tekanan psikis bagi terhukum sehingga 

akan suka rela menjalankan isi hukuman pokok dengan benar. 

                                                
33 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Yogyakarjta: Deepublish, 2017), 11—12 diakses pada 17 januari 2024 
34 Taufik Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, Analisis Maslahah Al-Buthi Pada Penerapan 

Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum 

Islam, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, 294, diakses pada 17 januari 2024. 
35  Taufik Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, Analisis Maslahah Al-Buthi Pada Penerapan 

Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum 

Islam, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, 294 diakses pada 17 januari 2024. 
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4.  Perbedaan Dwangsom dengan Ganti Rugi dalam Hukum 

Perdata 

Dalam praktiknya dwangsom lebih dekat dengan konsep denda daripada ganti 

rugi. Cik Basir di dalam tulisannya memberi catatan penting bahwa dwangsom tidak 

dapat dipersamakan dengan ganti rugi maupun kompensasi. Dari regulasi yang 

mengaturnya pun berbeda, di mana dwangsom di atur di dalam Pasal 606a dan 606b 

Rv, sedangkan ganti rugi diatur di dalam Pasal 259 RBg. dan Pasal 225 HIR.36 

Berangkat dari isi tiap dasar regulasi yang mengatur masing-masing 

hukuman atas suatu perbuatan tersebut dapat dipahami memang antara dwangsom 

dan ganti rugi merupakan hal yang berbeda.37 Dwangsom memiliki tujuan untuk 

menekan tergugat agar segera melaksanakan hukuman pokok secara sukarela dan 

karena sifatnya yang accesoir, dwangsom baru dapat dieksekusi bila terhukum tidak 

dilaksanakan tepat waktu. Di sisi lain, ganti rugi merupakan hukuman pokok yang 

dibebankan kepada tergugat. Atas dasar ini, dwangsom tidak dapat meniadakan 

menggantikan ganti rugi dan begitu pun sebaliknya. 

Hal demikian juga dipaparkan oleh Harifin Tumpa dalam tulisannya, bahwa 

dwangsom bukannya tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi, tapi juga tidak 

memiliki korelasi antara jumlah yang ditentukan dan kerugian yang diderita oleh 

penggugat, bunga provisi, dan lainnya, sehingga jumlah ganti rugi yang harus 

dibayarkan pun tidak dapat dikurangi dengan pengadaan dwangsom.38 

 

 

 

                                                
36 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Yogyakarjta: Deepublish, 2017), 11—12, diakses pada 17 januari 2024. 
37 Cik Basir, Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen 

Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 

2020), 140, diakses pada 17 januari 2024. 
38 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010) 75,diakses pada 17 januari 2024. 
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a. Perbandingan Ganti Rugi Dan Uang Paksa (Dwangsom) 

No Hal Ganti Rugi Uang Paksa (Dwangsom) 

1 Konsep Hukuman untuk 

membayar Sejumlah uang 

yang dibebankan kpd 

Terhukum karena 

terjadinya perbuatan 

melawan hukum 

Hukuman untuk membayar 

sejumlah uang karena 

Terhukum tidak mematuhi 

putusan Hakim 

2 Dasar hukum Pasal 259 RBg. dan Pasal 

225 HIR 

Pasal 606a dan 606b Rv 

3 Jenis 

hukuman 

Hukuman pokok Hukuman tambahan/assesoir 

4 Kewajiban 

membayar 

Wajib dibayar oleh 

Terhukum sebagai 

pelaksanaan putusan. 

Tidak harus dibayarkan apabila 

Terhukum telah mematuhi 

hukuman pokok. 

5 Akibat 

pembayaran 

Hukum pokok (kewajiban 

pembayaran), 

terhapus/selesai. 

Eksekusi dwangsom tidak 

menghapuskan hukuman pokok. 

6 Fungsi Sebagai legal remedy atas 

kerugian yang timbul 

karena perbuatan 

melawan 

hukum/wanprestsi 

- Instrumen/Alat eksekusi 

 - Paksaan psikologis 

(psychische dwang) 
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B. Penerapan Dwangsom di Pengadilan Perdata 

1. Dasar Hukum Dwangsom di Pengadilan Perdata 

Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan 

umum, seperti RBg. (Retch Reglement Buitengewesten), HIR (Het Herziene 

Inlandsche Reglement), beberapa aturan dalam Rv. (Reglement op de 

Rechtvordering), KUHPerdata (Burgelijk Wetboek voor Indenesie), 

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 

termasuk dalam hal ini aturan-aturan yang berasal dari yurisprudensi, Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).39 

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan dan Menjatuhkan Dwangsom 

Mula-mula yang perlu diperhatikan oleh para hakim dalam hal menetapkan 

dan menjatuhkan dwangsom dalam suatu perkara ialah pada pemeriksaannya, 

dwangsom sebagai hukuman yang sifatnya memang accesoir tidak dapat diperiksa 

secara terpisah dari hukuman pokok, karena ketika membuktikan dalil dan fakta 

hukum yang ada, hakim wajib menjadikan pertimbangan-pertimbangan itu sebagai 

hal yang menjadi acuannya dalam menetapkan dan menjatuhkan dwangsom. Ini 

menjadikan dwangsom wajib untuk diperiksa sebagaimana prosedur yang ada 

ketika pemeriksaan tuntutan pokok yang bersangkutan.40 

Untuk pertimbangannya sendiri, hakim setidak-tidaknya harus memperhatikan 5 

(lima) aspek, yaitu: 

a. Pihak yang mengajukan gugatan secara tegas dan jelas meminta adanya 

dwangsom untuk diwujudkan dalam perkara yang diajukan kepada 

pengadilan. Hal ini penting untuk dicatat, karena hakim tidak dapat 

                                                
39 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah 

Syari’ah, cet. 2, (Jakarta: Pranada Media, 2012), 135—142, diakses pada 17 januari 2024. 
40 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 86-89. diakses pada 28 januari 2024. 
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menjatuhkan dwangsom kepada suatu perkara secara ex officio (karena 

jabatannya), karena hal tersebut akan melanggar asas ultra petita.41 

b. Sebagai hukuman yang bersifat accesoir, dwangsom harus disertakan atas 

suatu gugatan terhadap hukuman pokok. 

c. Gugatan dwangsom tidak diperkenankan disertakan dalam suatu gugatan 

yang menghendaki pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 606a Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan 

No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. 

d. Hakim perlu mempertimbangkan pula kemampuan tergugat, karena kalau 

memang tidak dapat menjalankan hukuman pokok berdasarkan 

pertimbangan hakim, maka dwangsom tidak boleh dijatuhkan.42 Di 

kesempatan lain, Cik Basir menjabarkan keadaan-keadaan yang perlu 

dipertimbangkan, seperti apakah objek sengketa masih milik penggugat 

(kemampuannya dalam menjalankan putusan hakim), atau karena 

ketidakberdayaannya (onmatch), atau ketidakmampuannya dalam 

melaksanakan hukuman karena keadaan darurat (overmacht).43 

e. Ketika menjatuhkan dwangsom, hakim harus yakin bahwa dwangsom 

memang bisa menjadi solusi efektif dan memiliki manfaat dalam hal 

terhukum menjalankan hukuman pokoknya, sehingga sebelumnya hakim 

harus menimbang benar apakah jumlah uang paksa yang hendak dijatuhkan 

memang bisa menjadi tekanan psikis sehingga terhukum menjalankan 

hukuman pokoknya.44 

 

                                                
41 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 81, diakses pada 28 januari 2024. 
42 Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010), 79, diakses pada 28 januari 2024. 
43 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015). 97, diakses pada 28 januari 2024. 
44 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015). 99; baca juga Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan 

Implementasinya di Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010),  37 diakses pada 28 januari 2024. 
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C. Eksekusi Dwangsom di dalam Pengadilan Perdata 

1. Syarat-Syarat Eksekusi Dwangsom 

Dalam proses eksekusinya, Sebelum proses eksekusi dimulai, perlu adanya 

syarat-syarat yang dipenuhi. Oleh Cik Basir diuraikan syarat tersebut termasuk 

putusan sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dwangsom 

tercantum di amar putusan, tidak dijalankannya hukuman pokok secara suka 

rela, adanya permohonan eksekusi, dan adanya perintah dari ketua pengadilan 

kepada juru sita atau panitera untuk eksekusi.45 

2. Masa Waktu Dimulainya Terhitungnya Dwangsom 

Dwangsom sebagai hukuman yang bersifat accesoir ketika hendak 

dieksekusi akan melihat kepada apakah hukuman pokok dilaksanakan atau 

tidak, karena dwangsom baru berkekuatan eksekutorial bilamana hukuman 

pokok tidak dijalankan dan jika dijalankan maka dwangsom pun batal.  

Berdasarkan uraian ini, Cik Basir menyatakan bahwa, walau di amar 

putusan ditulis frasa “sejak putusan berkekuatan hukum tetap” ketika 

menjatuhkan dwangsom, dihitungnya dwangsom baru dijalankan sejak 

dilewatinya waktu peringatan (aanmaning) oleh terhukum sampai akhirnya 

amar putusan dijalankan.46 

3. Proses Eksekusi Dwangsom di dalam Pengadilan Perdata  

Secara detail, proses eksekusi dwangsom (executorial beslag) atas harta 

kekayaan terhukum yang kemudian akan dilelang di depan umum untuk 

membayar nominal dwangsom, ialah sebagai berikut47: 

                                                
45 Cik Basir, Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen 

Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 

2020), 126-133 diakses pada 28 januari 2024 
46 Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan Agama, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 143 diakses pada 28 januari 2024 
47 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), 181; baca juga Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan 

Agama, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 156 diakses pada 28 januari 2024. 
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a. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Perdata 

yang memutus perkara tersebut. 

b. tas dasar permohonan tersebut, ketua pengadilan akan mengundang 

terhukum untuk mendatangi pengadilan dalam rangka memberikan 

teguran (anmaning). 

c. Jika terhukum datang, maka akan diadakan sidang insidental yang di 

dalamnya akan diberikan teguran terkait pelaksanaan amar putusan dan 

besaran dwangsom. Teguran untuk melaksanakan amar putusan paling 

lama berlaku 8 (delapan) hari sejak penetapan teguran. 

d. Jika terhukum tidak datang tanpa alasan yang sah atau sudah datang, dan 

sudah pula diberi teguran, tapi tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka 

ketua pengadilan secara ex officio mengeluarkan penetapan sita eksekusi 

kepada juru sita ditemani dua orang saksi atas harta kekayaan terhukum 

berupa barang bergerak lebih dulu, kemudian baru kepada barang tidak 

bergerak bila memang tidak mencukupi nominal dwangsom yang ada, 

demikian berdasarkan Pasal 208 RBg. atau Pasal 197 HIR. 

e. Namun, bila sebelumnya sudah dilakukan sita jaminan terhadap 

terhukum, maka tidak perlu lagi ada sita eksekusi karena sita jaminan 

tersebut secara otomatis memiliki kekuatan hukum sebagai sita eksekusi 

pula. Dalam hal ini, ketua pengadilan tetap berkewajiban mengeluarkan 

surat terkait sita jaminan yang menjadi sita eksekusi. 

f. Juru sita lebih dulu menaksir dengan cermat nilai barang-barang yang 

akan disita sehingga akan mencukupi nominal dwangsom yang 

hendaknya dibayar oleh terhukum. Selain itu juru sita juga harus 

memastikan bahwa barang-barang tersebut memang milik terhukum. 

g. Kemudian juru sita bersama dua orang saksi akan datang ke tempat 

barang itu bertempat untuk melakukan eksekusi langsung dan secara 

cermat mengamati jenis, berat, letak, dan luas barang di proses 

peletakannya nanti. 
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h. Proses sita eksekusi harus dimuat di dalam Berita Acara Eksekusi yang 

kemudian dianggap sebagai dokumen otentik sebagai bukti. 

terlaksananya sita eksekusi tersebut. Dicantumkan pula bahwa penjagaan 

barang sitaan tersebut ada di tangan terhukum.48 

i. Sita eksekusi atas barang tidak bergerak harus diumumkan dengan cara 

:49 

1) Salinan Berita Acara Eksekusi harus didaftarkan kepada Kantor 

Pendaftaran Tanah jika tanah bersertifikat dan kepada kantor kepala desa 

atau kelurahan bilamana tidak bersertifikat dengan bentuk leter C. 

2) Juru sita meminta kepala desa untuk mengumumkan kepada khalayak 

dengan cara yang umum agar penduduk mengetahui kondisi objek sita. 

Untuk barang bergerak tidak diperlukan adanya pengumuman. 

Setelah sita eksekusi dilakukan dan dianggap sah karena mengikuti 

ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sita eksekusi tersebut 

dengan sendirinya memiliki kekuatan eksekutorial (executorial kracht) 

sehingga Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memerintahkan 

pelelangan atas barang-barang terhukum yang diletakkan sita eksekusi 

kepada kantor lelang guna memenuhi dwangsom yang kemudian akan 

dibayarkan kepada penggugat.50  

D. Pengertian Putusan Hakim 

Para ahli hukum mencoba untuk mendefinisikan apa itu putusan hakim atau 

biasa juga disebut sebagai putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, 

putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibacakan di dalam persidangan 

                                                
48 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: 

Gramedia, 1989) 72-73 diakses pada 28 januari 2024. 
49 Pasal 213 ayat (1) RBg. atau Pasal 198 ayat (1) HIR diakses pada 28 januari 2024. 
50 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom dalam Perkara Hadanah, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), 183; baca juga Cik Basir, Penerapan Lembaga Dwangsom Dalam Peradilan 

Agama, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 156-161 diakses pada 28 januari 2024. 
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sebagai pengakhiran atau penyelesaian dari suatu perkara atau sengketa antar pihak 

berdasarkan kewenangan yang diberikan untuknya. Dalam pengertiannya ini, yang 

bersangkutan menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan di dalam 

pengadilan (uitspark) karena memang yang tertulis (vonnis) tidak akan berbeda 

dengan yang diucapkan. Adapun bilamana ada perbedaan di antaranya, maka yang 

sah adalah yang diucapkan. Dalam pengertiannya ini, yang bersangkutan 

menekankan bahwa putusan hakim adalah yang diucapkan di dalam pengadilan 

(uitspark) karena memang yang tertulis (vonnis) tidak akan berbeda dengan yang 

diucapkan. Adapun bilamana ada perbedaan di antaranya, maka yang sah adalah 

yang diucapkan.51 

 

E. Jenis-jenis Putusan Hakim yang Dapat dijatuhi Dwangsom 

Berdasarkan sifatnya, Yahya Harahap membagi putusan hakim menjadi tiga 

macam, yaitu putusan condemnatoir, putusan yang memuat hukuman kepada pihak 

terhukum; declaratoir, yaitu putusan yang mengandung pernyataan hakim terkait 

suatu hal di dalam amarnya; dan constitif, merupakan putusan yang memastikan 

suatu keadaan hukum, baik meniadakan atau menimbulkan.52 

Di dalam penelitiannya, Bambang Heriyanto melalui Pasal 606a Rv., 

menyimpulkan bahwa putusan yang dapat dijatuhi dwangsom hanya putusan yang 

bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang di dalam amarnya menimpakan hukuman 

atau kewajiban melakukan suatu hal tertentu kepada salah satu pihak terhukum.53 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz dalam 

penelitiannya, bahwa yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah putusan yang bersifat 

                                                
51  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Malang: Liberti, 1981), 158 

diakses pada 10 april 2024 
52 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 873 diakses pada 10 april 2024. 
53 Bambang Heriyanto, Tujuan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan 

Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Peraturn, Vol. 4 No. 2, Agustus 2021, 150 diakses pada 10 april 

2024. 
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condemnatoir dengan ketentuan tidak mengandung hukuman pokok untuk 

membayar sejumlah uang.54 

Tidak dapat dijatuhkannya dwangsom kepada putusan yang bersifat 

menghukum membayar sejumlah uang disebabkan karena dalam putusan seperti itu 

dapat dilakukan eksekusi langsung dengan cara verhaal executie, yaitu dengan lebih 

dulu melakukan penyitaan (eksekutorial beslag) atas barang-barang bergerak atau 

tidak bergerak milik tergugat yang kemudian akan dilelang untuk membar sejumlah 

uang yang telah diputuskan oleh hakim.55 

F. Sejarah Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Hukum Ekonomi Syariah  

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi civil law yang ciri utamanya adalah 

peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Menurut Bagir Manan sistem 

hukum Indonesia adalah sistem hukum kontinental (continental legal system) yang 

merupakan bagian dari warisan hukum kolonial Belanda yang berasal dari daratan 

Eropa, atau sistem hukum sivil (the civil legal system) yang berkaitan dengan 

hukum perdata atau sistem hukum kodifikasi (codified legal system). Serta codified 

legal system menunjukkan bahwa hukum dalam tatanan Indonesia identik dengan 

undang-undang.56 

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Arab, hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam 

ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau 

meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-

nilai Islam, atau dalam istilah sehari- hari terikat dengan ketentuan 

halalharam,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian 

                                                
54 Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara 

Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid as-Syari’ah, Al-‘Adalah, Vol. 15 No. 01, 

2018, 135 
55 Cik Basir, Penerapan Dwangsom Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan 

Peradilan Agama, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 33, diakses pada 10 april 2024. 
56 Bagir Manan, Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan No. 

253, 2016,6. diakses pada 10 april 2024. 
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hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, 

ekonomi dan syariah (Hafizh Dasuki, 2011). 

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di 

Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu dikenal dengan nama 

ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad alIslami) dan sebagai ilmu disebut 

ilmu ekonomi Islam (Islamic economic ilm al-iqtishad al-Islami).Yang dimaksud 

dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun’in al-jurnal adalah kumpulan dasar-

dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur’an al-karim dan As-sunnah. 

Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi Islam 

(Abdul Manan, 2012). 

1. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

  Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip-prinsip luas yang 

membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an dan Hadits. Berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi dan 

keuangan Islam (Intan Theresia Hutabarat, 2022):  

a. Tauhid (Ke-Esaan Allah): Prinsip dasar ini menegaskan ke-Esaan Allah 

sebagai fondasi bagi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ekonomi 

syariah harus sejalan dengan prinsip tauhid dan menjauhi segala bentuk 

kesyirikan. 

b. Al-'Adl (Keadilan): Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam dan 

harus tercermin dalam sistem ekonomi. Hukum ekonomi syariah menuntut 

adil dalam distribusi kekayaan, peluang, dan tanggung jawab. 

c. Ihsan (Kemurahan Hati): Prinsip ini mengajarkan perlunya memberikan 

manfaat maksimal dalam setiap tindakan ekonomi dan usaha, serta 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

d. Larangan Riba (Bunga): Ekonomi syariah melarang riba, atau sistem bunga, 

karena dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam transaksi ekonomi Islam, 

keuntungan harus didasarkan pada risiko yang diambil, bukan pada bunga. 

e. Larangan Maysir dan Qimar (Perjudian dan Spekulasi): Ekonomi syariah 

melarang praktik perjudian dan spekulasi yang dianggap merugikan 

masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan. 

f. Kepemilikan yang Sah dan Bersih (Halal dan Thayyib): Ekonomi syariah 

mendorong kepemilikan yang bersih dan sah, serta melarang kepemilikan 

yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau meragukan. 
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g. Keseimbangan Sosial dan Lingkungan: Prinsip ini menekankan pentingnya 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, 

serta menjaga kelestarian lingkungan. 

h. Zakat dan Sadaqah (Pemberian Amal): Ekonomi syariah mendorong 

praktik pembayaran zakat dan sadaqah sebagai cara untuk mengurangi 

kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. 

i. Transparansi dan Tanggung Jawab: Prinsip ini menekankan pentingnya 

transparansi dalam semua transaksi ekonomi dan tanggung jawab sosial 

perusahaan untuk kepentingan masyarakat. 

j. Kooperasi dan Kemitraan: Ekonomi syariah mendorong kolaborasi dan 

kemitraan yang saling menguntungkan, menghindari praktik-praktik yang 

merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. 

 

2. Maqashid Syariah 

Secara bahasa, maqashid adalah jama taksir dari isim mufrad maqshud yang 

artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga 

dengan syariah. Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa 

tujuan syariah. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah merealisasikan 

kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-ibâd) baik urusan dunia maupun 

urusan akhirat mereka. 

Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam 

syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya maslahah atau kemanfaatan, kebaikan, 

dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun 

urusan akhirat.57 

Menurut Imam Asy-Syatibi maqashid syariah memiliki 5 hal inti yaitu : 

a. Hifdzu Ad-Diin (حـفـظَالـديـن) atau Menjaga Agama 

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak 

ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah 

berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256: 

نَ  َۚف م   َ َال غ ي  ن  م  دَ  ش  َالرُّ َق د َتَّب يَّن  ي ن ِۗ اه َف ىَالد   َا ك ر  ٓ َاسَ َلَ  َب اللّٰه َف ق د 
ن ْۢ م  ي ؤ  َو  ت  َب الطَّاغ و  َب الَ يَّك ف ر  س ك  َت م  ة  و  ع ر 

ي عٌَع ل ي مٌَ س م   َ اللّٰه اَِۗو  َل ه  ام  َان ف ص  ث قٰىَلَ  َال و 

                                                
57 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqosid Syariah ,17 diakses pada 10 april 2024 
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َ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas 

jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan 

beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat 

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. 

Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan 

dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut. 

 

b. Hifdzu An-Nafs ( حـفـظَالنــفـس) atau Menjaga Jiwa 

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan 

menjadi tiga perangkat, yaitu: 

1) Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa 

makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia 

dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian. 

2) Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan 

lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya 

tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, 

akan mempersulit hidupnya. 

3) Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal 

demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan 

mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. 

 

c. Hifdzu Aql ( حـفـظَالعــقل ) atau Menjaga Akal 

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan 

penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia 

untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap 

peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya 

untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS 

Ali-Imran ayat 190-191: 

َ َالَّي ل  ف  ت لَ  اخ  َو  ض  الَ  ر  َو  ل ق َالسَّمٰوٰت  َخ  َف ي  َا نَّ ن  و  َي ذ ك ر  ي ن  َالَّذ  يٰتٍَلَ   ول ىَالَ  ل ب اب ِۙ ٰ َلَ  ار  النَّه  و 

ل قَ  اَخ  بَّن اَم  َر  ۚ ض  الَ  ر  َو  َالسَّمٰوٰت  ل ق  َخ  َف ي  ن  و  ي ت ف كَّر  َو  م  ب ه  ن و  ع لٰىَج  داًَوَّ ق ع و  ق ي امًاَوَّ  َ َهٰذ اَاللّٰه ت 

َ َالنَّار  َف ق ن اَع ذ اب  َس ب حٰن ك  لًَۚ  ب اط 
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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan 

siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam 

keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini 

sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. 

 

d. Hifdzu An Nasl ( حـفـظَالنـسـل ) atau Menjaga Keturunan 

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah 

keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, 

dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah 

satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus 

yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, 

salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan 

zina. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada 

QS An-Nur ayat 2: 

َ ف ةٌَف ي 
أ  اَر  م  َب ه  ذ ك م  خ 

َت أ  لَ  ل د ةٍَوَّۖ ائ ة َج  اَم  ن ه م  دٍَم   اح  َو  اَك لَّ ل د و  َف اج  ان ي  الزَّ و  ان ي ةَ  َك ن ت م َا لزَّ َاللّٰه َا ن  ي ن  د 

ن يَ  م  ؤ  َال م  ن  اَط اۤىِٕف ةٌَم   د َع ذ اب ه م  ل ي ش ه  َو  ر ۚ خ  ٰ َالَ  م  ال ي و  َب اللّٰه َو  ن  ن و  م  َت ؤ  َن 

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 

seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah 

kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka 

disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. 

 

e. Hifdzu Al Maal ( حـفـظَالمــال ) atau Menjaga Harta 

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. 

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak 

bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan 

dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana 

difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188: 

َب الَ  َب ي ن ك م  ال ك م  و  اَا م  ك ل و ٓ
َت أ  لَ  َو  ث م  َب الَ   َالنَّاس  ال  و  َا م  ن  ي قاًَم   اَف ر  ك ل و 

َل ت أ  كَّام  آَا ل ىَال ح  اَب ه  ت د ل و  َو  ل  ب اط 

َ ن  و  َت ع ل م  ا ن ت م   ََࣖو 
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Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.58 

 

 

 

 

 

3. Mashlahah Mursalah 

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke 

dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan 

atau yang membawa kemanfaatan (manfa’ah) dan menolak kemudaratanKarena pada 

hakikatnya syari’at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan. Menurut bahasa 

aslinya kata maslahah berasal dari kata salaha, yasluhu, salaha (صلحا,َيصلح,َصلح) 

artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas 

bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alqur’an dan al-Hadits) yang membolehkan 

atau yang melarangnya.59 

4. Ta’zir 

Secara  etimologis  kata  “ta’zir”  berasal  dari  bahasa  Arab  (تعزير) ta'zir yang 

berarti "memperingatkan" atau "menghukum"  yaitu  dari  arti  yang mengandung arti 

mendidik, menghindari, menolak, menghormati dan menyanjung, menolong, dan 

menguatkan. Secara bahasa ta’zir bermakna al-man’u artinya pencegahan.. Menurut 

istilah ta’zir bermakna al-ta’dib (pendidikan) dan al-tankil (pengekangan). Adapun 

definisi ta’zir secara syar’î adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang 

di dalamnya tidak ada had dan kifarat.60 Alasan penggunaan kata “mendidik” dalam 

                                                
58 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqosid Syariah, 21, diakses pada 10 april 2024 

 
59 Hendri Hermawan Adinugraha, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, 63-75, diakses pada 10 april 2024 
60 Rinah Fahma Aulia, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi 

Kajian Jarimah Ta’zir , Jurnal Kajian Agama dan DakwahVol 1 No 2Tahun 2023. 12, diakses pada 10 

april 2024 
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merujuk pada penggunaan ta’zir adalah karena tujuannya adalah memperbaiki dan 

membimbing tingkah laku seseorang agar sadar akan apa yang dilakukannya, 

menghentikannya, dan mengubahnya.61 

Khairunnisak, pada tesisnya setelah memaparkan pendapat terkait ta’zir dari 

berbagai sumber, kemudian memberi pengertian secara garis besar, bahwa ta’zir ialah 

bentuk hukuman yang dijatuhkan berdasarkan ijtihad imam karena tidak ditentukan 

secara jelas melalui nash-nash syar’i dengan maksud untuk memberi efek jera kepada 

terhukum sehingga mencegahnya kembali melakukan pelanggaran.62 

Karena kadar ta’zir tidak ditentukan di dalam nash, sehingga dalam penetapan 

batasan terendah dan tertinggi hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak 

yang berwenang dan wajar menetapkan, dengan kata lain imam atau hakim.63 Dikutip 

oleh Syarbaini, Muhammad Abu Zahra menjelaskan ta’zir sebagai sanksi yang 

ditetapkan penguasa untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kejahatan. Sedangkan 

untuk bentuk-bentuknya sendiri, sebagaimana disebutkan oleh ‘Abd al-Qadir Audah 

salah satunya ialah dalam bentuk denda.64 

Berdasarkan sekelumit penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa para ahli 

memiliki kesamaan dalam mengartikan ta’zir secara luas sebagai hukuman yang 

dijatuhkan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan agar terhukum merasakan efek 

jera sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran sebelumnya yang kadarnya ditentukan 

oleh ijtihad yang berwenang, baik pemerintah atau hakim atau imam. Perbedaan baru 

                                                
61 Andiani Trialika Putri, Pandangan Jarimah Ta’zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia 

Sesuai Dengan Persfektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Kajian Agama dan DakwahVol 1 No 2 Tahun 
2023. 13 diakses pada 10 april 2024 

 
62 Khairunnisak, Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir dalam Perspektif Maqashid Syariah 

(Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), (Tesis S2 

Hukum Islam, Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). 14-15 diakses pada 10 april 2024  
63 Darsi Darsi dan Halil Husairi, Ta’zir dalam Perspektif Fikih Jinayah, Jurnal AL-QISTHU: 

Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, diakses dari 

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787/387 diakses pada 10 april 2024 
64 Ahmad Syarbani, Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Ius Cilive Vol. 2 No. 2, 

2018, 270, diakses dari http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763 pada 10 april 2024 

 

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/787/387
http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763
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terjadi ketika yang menjadi pembahasan ialah ta’zir sebagai bentuk denda membayar 

sejumlah uang, di mana penetapan jumlah atau kadar serta waktu pelaksanaannya 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan membuka ruang untuk mengajukan 

ketidaksepakatan atas ketentuan bilamana hendak dipraktikkan. Ta’zir sendiri pun 

dalam hal ini harus dibedakan posisinya, sehingga tidak dapat bercampur dengan dana 

yang lain.  

Dalam sistem hukum beracara di Indonesia, konsep ta’zir tidak diterapkan sebagai 

konsekuensi hukum kepada pihak terhukum, kecuali di lingkungan hukum pidana 

syariah di Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh.65  

Namun, ta’zir selaku denda pembayaran sejumlah uang bisa ditemukan di praktik 

ekonomi syariah di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Ta’zir) yang 

memberi pengertian ta’zir bisa berupa sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah karena 

menunda-nunda pembayaran, walaupun dirinya mampu. 

5. Ta’widh 

Secara etimologi, istilah "ta'widh" berasal dari akar kata Arab " ضَ   ,(awada) "ع و 

yang memiliki arti dasar "menggantikan" atau "mengganti. "Sedangkan Ta’widh secara 

bahasa berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Menurut pendapat Wahbah 

Al-Zuhayli mengenai Ta’widh dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi. Secara 

istilah definisi dari Ta’widh yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh kontemporer Wahbah 

Al-Zuhayli yang artinya : Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa 

menutup kerugian dalam bentuk uang (dharar) seperti memperbaiki dinding, 

memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama 

dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. 

                                                
65 Diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat (Hukum Pidana 

Islam) 36, diakses pada 10 april 2024. 
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Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka wajib menggantinya dnegan benda yang 

sama (sejenis) atau dengan uang.66 

Berdasarkan pemahaman dari pembagai ayat al-Quran dan Hadits, para ahli pun 

bermacam-macam pemahaman soal ta’widh, seperi Ibnu Qudamah yang berpendapat 

bahwa 67: 

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau 

jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan 

perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang 

ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan 

untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh 

tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh 

melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita 

kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh 

tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan 

jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, 

ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian 

kreditur dapat dihindarkan.” 

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah tampak mengartikan ta’widh sebagai instrumen 

untuk menghindari kerugian kreditur kala jatuh tempo, sehingga memberi otoritas 

kepada kreditur untuk membatasi gerak debitur dalam hal mengantisipasi kerugian 

tersebut dan karenanya debitur bisa memberinya jaminan. 

Selain itu, Wahbah Zuhaili memberi pengertian bahwa ta’widh sebagai 

instrumen menutupi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kelalaian, seperti 

yang tertera di dalam Nazariyah al-Dhaman yang dikutip oleh DSN-MUI: 

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran 

atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : 

a.  menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti 

memperbaiki dinding...  

                                                
66 Amet Faisal Apriliady, Analisis Ta’widh terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang 

Hilang di PT. JNE Kota Bandung,Volume 6, No. 1, Tahun 2020, 21, diakses pada 10 april 2024 
67 Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz IV, hlm. 342; baca juga Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), 3 diakses pada 10 april 2024 
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b. memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula 

selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi 

utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya 

dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” 

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian 

yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka 

menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti 

(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta 

yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk 

memanfaatkannya)” 

Berangkat dari pendapat ini, bahwa yang dapat diganti kerugiannya hanyalah 

hal-hal yang bersifat riil, sehingga kerugian yang baru diprediksi akan terjadi tidak 

dapat dimasukkan ke dalam ta’widh yang harus dibayarkan. Hal serupa juga 

dipaparkan oleh ‘Abd al-Hamid Mahmud Ba’ali yang menyatakan ta’widh pengganti 

karena penundaan pembayaran: 

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 

didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran 

dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran 

tersebut.” 

Di lain kesempatan, ‘Ihsam Anas al-Zaftawi mempersamakan 

penundaan pembayaran dengan ghasab68 sehingga menjadi wajib bagi debitur 

untuk mengganti kerugian: 

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian 

itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas 

debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan 

manfaat bagi kreditur yang dirugikan. 

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, 

seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab 

bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghashab, 

menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) 

barang tersebut bila rusak” 

                                                
68 Ghasab bisa dimengerti sebagai tindakan mengambil atau menguasai hak orang lain secara 

tidak benar dengan terang-terangan; baca Iwan Wahyudi, Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren 

Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman, (Tinjauan Pendidikan Akhlak), (Skrispi S1, Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008),  7—8 diakses pada 10 april 2024 
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Para ulama sepakat terkait prinsip-prinsip dasar ta’widh yang mencakup adanya 

kerugian akibat penundaan pembayaran, bahwa biaya kerugian yang dapat diganti 

hanyalah kerugian riil, dan hanya berlaku untuk yang menimbulkan utang-piutang. 

Perbedaan hanya terjadi di mana ‘Abd al-Hamid Mahmud Ba’ali menambahkan bahwa 

keterlambatan disengaja padahal debitur mampu membayar, sedangkan yang lainnya 

fokus atas isu kelalaian sehingga mengalami keterlambatan. 

Ketentuan ta’widh diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/ 

DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129 

/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (at-

Takalif al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah ‘an an-Nukul) menetapkan bahwa ta’widh hanya 

dapat dikenakan kepada pihak yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan 

kerugian untuk pihak lainnya. Besaran ta’widh sendiri hanya bisa ditentukan atas 

kerugian riil dan pasti dialami, bukan kerugian yang diprediksi akan terjadi di 

kemudian hari karena adanya peluang yang hilang atau biasa disebut bunga. 

 

 

6. Hubungan Pemahaman Antara Dwangsom, Ta’zir, dan Ta’widh 

Setelah memahami pengertian Dwangsom, Ta’zir, dan Ta’widh dari berbagai 

doktrin berupa pendapat para ahli serta pemberlakuan sumber hukum terkait, maka bisa 

ditinjau keterkaitan ketiga unsur tersebut sebagai berikut: 

No.  Unsur-unsur 

keterkaitan 

Dwangsom Ta’zir Ta’widh 

1 Pihak yang 

mengajukan 

batasannya 

Penggugat Kreditur Berdasarkan 

kesepakatan 

seluruh pihak 

yang 

berkontrak 
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2 Pihak yang 

menetapkan 

batasannya 

Hakim Kreditur Hakim 

3 Penetapan 

besarannya 

Atas tinjauan 

penggugat 

terkait kerugian 

yang terjadi 

akibat tindakan 

terhukum 

Kerugian riil 

akibat tindakan 

debitur 

Atas ijtihad 

yang 

berwenang 

(pemerintah, 

hakim, atau 

imam); 

Berdasarkan 

kesepakatan 

bersama 

seluruh 

pihak yang 

berkontrak 

4 Statusnya Hukuman tambahan Hukuman 

pokok 

Hukuman 

tambahan 

5 Fungsi Sebagai eksekusi untuk 

memberi tekanan 

secara materiil kepada 

terhukum agar segera 

memenuhi hukuman 

pokok yang diwajibkan 

atasnya dengan 

sukarela 

Instrumen 

untuk 

mengganti 

kerugian yang 

terjadi akibat 

tindakan 

debitur 

Untuk 

mengatur 

jalannya suatu 

kontrak atau 

norma agar 

mendapat hasil 

yang 

semestinya 

6 Tujuan Untuk menekan secara 

kejiwaan untuk 

memenuhi isi putusan 

memberi 

sekuritas atas 

materi yang 

Sebagai 

tekanan 

kepada yang 
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sehingga putusan 

tersebut tidak terkesan 

sia-sia 

telah diberikan 

debitur kepada 

kreditur pada 

usahanya 

terhukum 

untuk 

memberi efek 

jera sehingga 

tidak lagi 

melakukan 

perbuatannya 

dan mencegah 

perbuatan itu 

terjadi di 

kemudian hari 

7 Pemanfaatannya 

(dana non halal) 

Diberikan kepada 

penggugat untuk 

dimanfaatkan 

merupakan di luar 

kewenangan badan 

peradilan 

Menjadi 

pengganti atas 

kerugian yang 

terjadi akibat 

tindakan 

debitur 

Dalam bentuk 

denda, maka 

ta’zir menjadi 

dana sosial 

yang tidak 

boleh 

bercampur 

dengan dana 

lain dalam 

penempatannya 

8 Sifat Accessoir Hukuman 

pokok 

Accessoir 

9 Pemenuhan Akan dipenuhi setiap 

terjadi keterlambatan 

atas putusan hakim 

yang mengikat 

terhukum untuk 

Dilaksanakan 

bila memang 

terjadi 

kerugian riil 

Dilaksanakan 

bilamana 

terjadi 

pelanggaran 

atas suatu 
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melaksanakan 

hukuman pokok 

ketentuan di 

dalam suatu 

kontrak 
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Bab III 

Deskripsi dan Pembahasan Dwangsom 
 

A. Deskripsi Putusan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg 

1. Posisi kasus 69 

Pada tahun 1981 Hamzah Fansuri membeli sekapling tanah dengan 

nomor kapling 4 dari Raden Haji Muhammad Hasyir dengan Akta Jual beli No. 

38/PLG/1991 Yang diterbitkan oleh Notaris Moehammad Noer Iskandar yang 

berlokasi di kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I kemudian, pada 

tahun 1996 kelurahan tersebut terpecah menjadi kelurahan Bukit Baru 

Kecamatan Ilir Barat I. Kemudian pada tahun 2015 Hamzah Fansuri  membeli 

lagi sekapling tanah dengan nomor kapling 5 dari Desi Aisyah dengan Akta 

Jual beli No. 39/PLG/2015  yang berlokasi di kelurahan Bukit Baru Kecamatan 

Ilir Barat I.  

Tanah tersebut oleh almarhum Hamzah Fansuri dan ahli waris dibuat 

pembatas tanah berupa patok serta sering melakukan perawatan tanah dan di 

atas tanah tersebut terdapat sebatang pohon gelam yang tumbuh. 

Pada tanggal 12 Maret 2019 Hamzah Fansuri meninggal dunia. semasa 

hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ely Herlina 

(selanjutnya disebut Penggugat) dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 

(Lima) orang anak yaitu Eka Farlisyah. Evy Fratiwi, Ricko Tampati, 

Abriansyah Putra, dan Laila Permatasari. Dengan demikian Penggugat adalah 

ahli waris yang sah dari almarhum Hamzah Fansuri sehingga berhak 

mendapatkan harta peninggalannya (warisannya). 

 Pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat mendapat kabar melalui 

telepon dari Herlambang yang berdomisili dekat atau tidak jauh dari tanah 

                                                
69 Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg diakses pada 10 januari 2024 
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Penggugat yang mengatakan bahwa di atas tanah milik Penggugat sedang 

didirikan pondasi rumah oleh Syahran Efendi yang selanjutnya disebut 

Tergugat III. 

Kemudian, kemudian tanggal 31 Oktober 2021 Penggugat mendatangi 

lokasi tanah milik Penggugat dan tidak bertemu dengan Tergugat III dan 

alangkah terkejutnya Penggugat ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat 

melihat pohon gelam yang berada di atas tanah tersebut sudah ditebang dan 

menyisahkan sedikit batang dan akar nya saja, juga Penggugat melihat adanya 

pondasi rumah semi permanen yang sedang dibangun oleh Syahran Efendi 

(Tergugat III), selain itu terdapat bangunan rumah semi permanen yang telah 

berdiri di atas tanah milik Penggugat yang didirikan oleh Jamil (selanjutnya 

disebut Tergugat IV). Penggugat menanyakan kepada Tergugat IV kenapa 

mendirikan bangunan rumah di atas tanah Penggugat, Tergugat IV mengatakan 

ia hanya menumpang di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu pemilik tanah 

ingin membangun bangunan di atas tanah tersebut maka Tergugat IV siap 

membongkar dan memindahkan bangunan rumah yang didirikannya di atas 

tanah tersebut. 

Kemudian, pada tanggal 01 November 2021 Penggugat kembali 

mendatangi lokasi tanah milik Penggugat dan bertemu dengan Cik Madin 

(selanjutnya disebut Tergugat I), Syahran Efendi (selanjutnya disebut Tergugat 

III) dan Tergugat IV. Ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat III menyatakan 

bahwa tanah yang sedang didirikan pondasi rumah adalah milik Tergugat III 

yang dibeli dari Tergugat I. Tergugat I menyatakan tanah tersebut telah dijual 

kepada Tergugat III dengan dalil bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan 

hak milik Tergugat I yang dibeli dari Hasan Basri (selanjutnya disebut Tergugat 

II) sedangkan Tergugat I tahu dan sering melihat almarhum Hamzah Fansuri 

dan ahli waris mendatangi dan merawat tanah tersebut karena Tergugat I 

berdomisili sudah cukup lama dekat/tidak jauh dari tanah tersebut. 
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Lalu, pada tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat kembali mendatangi 

lokasi tanah milik Penggugat dan ketika sampai di lokasi tanah milik Penggugat 

melihat bangunan baru berupa rumah semi permanen yang telah berdiri di atas 

tanah milik Penggugat yang didirikan oleh Tergugat V. Tergugat I, II, III, IV 

dan Sudir (selanjutnya disebut Tergugat V) telah menjual belikan tanah milik 

Penggugat serta mendirikan bangunan di atasnya juga melakuakan pengrusakan 

terhadap tanaman yang tumbuh diatas tanah milik Penggugat merupakan 

Perbuatan Melawan Hukum. 2 (Dua) bidang tanah milik Penggugat 

Berdasarkan Akta Jual Beli yang semula merupakan tanah Bersertifikat Induk 

No. 483 tahun 1981 an. Raden Haji Mohd. Akib, maka haruslah Turut Tergugat 

I memberikan penjelasan terhadap tanah yang terhadap tanah milik Penggugat. 

Kemudian Penggugat telah melaporkan peristiwa ini di Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Palembang dengan 

Nomor Laporan : LPB/1025/XI/2021/SPKT tanggal 09 November 2021. 

Pada tanggal 01 September 2021 telah diterbitkan oleh Kantor Notaris 

– P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. Akta pengoperan yang menerangkan 

bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari Tergugat II kepada 

Tergugat I. Kemudian telah terbit Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak 

Nomor 33 pada tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris 

– P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan 

penyerahan sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III. Telah terbit 

pula Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 32 pada tanggal 27 Oktober 

2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, 

S.H. menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan sebidang tanah dari 

Tergugat I kepada Tergugat IV. Dimana pada saat pembuatanya Tergugat IV 

tidak menghadirinya dan menurut keterangan dari Tergugat I di dalam isi akta 

tersebut, Tergugat I bertindak selaku Kuasa Lisan mewakili dan untuk atas 

nama Tergugat IV sebagai pembeli. Dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan 

Hak Nomor 32 tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris 
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– P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. menyebutkan bahwa Tergugat IV disebut 

sebagai pembeli sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat IV 

mengatakan bahwa Tergugat IV hanya menumpang di atas tanah tersebut. 

Pengakuan yang dijadikan dasar Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut 

dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 4, 32 dan 33 yang 

diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR NAZORIE, S.H. jelas 

sangat tidak benar dan tidak dilandasi oleh fakta hukum karena tanah tersebut 

merupakan milik Penggugat dan pembuatan akta-akta tersebut adalah cacat 

hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Tergugat I, II, III, IV dan 

V patut dan wajib mengetahui bahwa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak 

Nomor 4, 32, 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T NUZMIR 

NAZORIE, S.H. adalah tidak sah karena Tergugat I sangat mengetahui bahwa 

tanah tersebut adalah hak milik almarhum Hamzah Fansuri, akan tetapi 

Tergugat I masih saja melakukan jual beli terhadap 5 tanah tersebut tanpa 

sepengetahuan dan ijin dari ahli waris almarhum Hamzah Fansuri. Demikian 

pula perbuatan turut Tergugat II yang menerbitkan Akta Pengoperan dan 

Penyerahan Hak Antara Tergugat I, II ,III dan IV seharusnya tahu keadaan dan 

kejelasan yang menjadi objek jual beli, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh 

Turut Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 

Penggugat telah beberapa kali mendatangi lokasi tanah milik Penggugat 

berupayah menemui Tergugat I, II, III, IVdan V akan tetapi tidak pernah 

bertemu dengan Tergugat II, kedatangan Penggugat dengan maksud untuk 

berupaya secara musyawarah kekeluargaan agar Tergugat I,II,III, IV dan V 

menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah 

peninggalan almarhum Hamzah Fansuri dengan dasar kepemilikan yang jelas, 

akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat 

I, III, IV dan V sehingga sepantasnya bagi Tergugat I, II, III, IV dan V atau 

siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan 

tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa 
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beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan. penguasaan, 

penghunian dan perjual belian yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V 

yang tanpa izin dari Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Tindakan 

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana di maksud 

dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah seharusnya pihak 

Tergugat yang secara fisik mengusai lahan milikPenggugat tersebut agar 

menyerahkan kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong dari kekuasaan 

Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya. 

Berdasarkan kejadian tersebut penggugat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negri Palembang karena merasa sudah dirugikan atas tanah tersebut 

dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. 

2. Amar Putusan 

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian 

b. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 2 (Dua) bidang 

lahan/tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota 

Palembang Propinsi Sumatera Selatan masing masing :  

1) Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 38/ PLG/1991 

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. 

Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 

344/1981 dengan luas 300 M2 dengan batas-batas sebagai 

berikut;  

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 5  

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah  

Sebelah selatan berbatasan dengan Kapling No 3/ Recana 

Jalan Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 10  

2) Sesuai dengan Akta Jual Beli No : 39/ PLG/1991 

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 483 Tahun 1981 an. 

Raden Haji Mohd. Akib dengan Gambar Situasi (GS) No : 
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344/1981 dengan luas 300 M2 dengan batas-batas sebagai 

berikut; 

Sebelah utara berbatasan dengan kapling No 6/ Rencana Jalan 

Sebelah timur berbatasan dengan tanah mentah  

Sebelah selatan berbatasan dengan kapling No 4  

Sebelah barat berbatasan dengan kapling No 11 

3) Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum 

(Onrechtmatigedaad) karena menguasai dan memperjual 

belikan lahan/tanah milik Penggugat tanpa hak 

4) Menyatakan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 

4, 32 dan 33 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris – P.P.A.T 

NUZMIR NAZORIE, S.H. adalah cacat hukum tidak 

mempunyai kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum 

5) Menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapa pun yang 

mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan 

menyerahkan 2 (Dua) bidang tanah yang menjadi objek 

sengketa.  

6) Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar 

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus 

Ribu Rupiah) untuk setiap hari atas 

keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/ mengosong kan 

tanah tersebut terhitung sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

7) Menghukum Tergugat I,II,III, IV, dan V untuk membayar 

biaya yang timbul dalam perkara ini., sebesar 

RP.3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu 

rupiah) 
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8) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.70 

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Dwangsom 

Penulis telah menguraikan bahwa putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Plg  

adalah gugatan perdata yang memuat sengketa tanah . Penggugat adalah pemilik sah 

dari dua  bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang mana Tergugat mengambil 

alih atas kepemilikan dengan membangun bangunan semi permanen dan menebang 

tanaman yang ada diatas dua  bidang tanah tersebut. 

Penggugat selain meminta hak atas dua  bidang tanah , Penggugat juga meminta 

dwangsom ) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari atas 

keterlambatan/kelalaiannya/menyerahkan/ mengosong kan tanah tersebut terhitung 

sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai efek jera untuk tergugat. 

Hakim dalam Putusan mempertimbangkan asas keadilan untuk penggugat dan 

tergugat. 

Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat 

terhadap dwangsom telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 

606a dan 606b RV yakni dwangsom menyertai hukuman pokok yang hukumannya 

bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Objek yang menjadi sengketa adalah dua  

bidang tanah, yang mana Tergugat mendapat hukuman pokok yakni mengosongkan 

dan menyerahkan dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Menurut Harifin A. 

Tumpa sifat hukuman dwangsom sebagai hukuman accessoir, hukuman tambahan dan 

tekanan psychis bagi terhukum.71 Dengan demikian, Hakim dalam menimbang dan 

memutuskan perkara ini mengacu pada regulasi yang berlaku dan sudah tepat.72 

                                                
70 Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg,30. diakses pada 10 januari 

2024 
71 Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasi Di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), 8 diakses pada 10 april 2024 
72 Salinan Putusan Perdata Gugatan No. 179/Pdt.G/2022/PN Plg, 31 diakses pada 10 april 2024 
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Menurut penulis putusan yang diambil oleh hakim adalah putusan yang 

palingefektif  karena bertujuan mempercepat tergugat melaksanakan putusan yang 

telah di putuskan. 

C. Analisis Tuntutan Dwangsom Dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah 

Jika dilihat dari padangan Maqasid al-syariah  yang memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan 

menolak mudarat. Itu artinya dalam Islam penetapan hukum bukan semata-mata diatur 

begitu saja tanpa mementingkan kemaslahatan bersama baik dunia maupun akhirat. 

Sebagaimana pendapat Al-Syatibi bahwa pada dasarnya hukum dan seperangkat 

aturan-aturan disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia memiliki maksud 

dan tujuan demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.73 

Dalam hukum Islam tidak ada istilah dwangsom atau uang paksa diatur oleh nash. 

Namun dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam syarak, dapat melalui 

pendekatan Maqasid al-syariah  salah satunya Untuk melihat hukuman dwangsom 

dapat menggunakan metode qiyas. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa qiyas berarti 

menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada 

ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat (alasan logis) antara keduanya.74 

Dalam Islam, dwangsom (uang paksa) sebagai sesuatu yang tidak adaketentuan 

hukumnya dapat dipersamakan dengan dhaman (ganti kerugian) dalam fikih 

muamalah, Karena keduanya sama-sama ditujukan untuk melindungi hak-hak 

individu, adanya pembayaran sejumlah uang yang harus dipenuhi apabila kewajiban 

tidak dilaksanakan, adanya unsur ingkar janji.75 

                                                
73 Rizki Pradana Hidayatullah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah,” 

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 02, No. 01 (2020), 86 diakses pada 10 april 2024. 
74 Muhd. Farabi Dinata, “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam,” Al-Ilmu: Jurnal 

Keagamaan Dan Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2 (2020), 172. diakses pada 10 april 2024 
75 Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2018),154 diakses pada 10 april 2024. 
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Peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan negara dapat digunakan 

bagi para Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sejalan dengan perkembangan 

zaman. Hakim bisa saja menetapkan sanksi berupa, peringatan, denda, teguran, 

pukulan, penjara dan lain sebagainya tergantung berat dan ringan pelanggaran yang 

dilakukan.76  

Namun dalam konteks ini, Penggugat lah yang menentukan besaran nominal 

dwangsom, kemudian Hakim mengabulkan tuntutan tersebut. Penerapan dwangsom 

termasuk ke dalam pembaharuan hukum pada Lembaga Peradilan. Dalam pandangan 

Islam, pembaharuan pada lembaga peradilan maupun kebijakannya sebagai akibat 

tuntutan zaman sah-sah saja dilakukan mengingat persoalan hukum sekarang ini 

semakin kompleks, sepanjang kebijakan tersebut memberi kemaslahatan bagi 

masyarakat.77 Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim mengabulkan tuntutan 

dwangsom dalam perkara sengketa tanah  dianggap telah tepat. Karena, itu artinya 

Hakim dalam memutuskan perkara mementingkan kemaslahatan yaitu  agar tergugat 

segera mengosongkan dua bidang tanah yang menjadi hak dari penggugat dan 

menghindari kemafsadatan. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqasid al-syariah  .

                                                
76 Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap 

Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan),” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Vol. 04, No. 2 (Desember 2018), 361 diakses pada 10 april 2024 
77 Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Evektivitas Eksekusi Upaya Paksa,” Jurnal Al 

Tasyri’iyyah, Vol. 2, No. 1 (2022), 37 diakses pada 10 april 2024. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan dan menganalisis berbagai unsur untuk mengetahui 

kesesuaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dwangsom (Uang Paksa) 

Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah yang peneliti 

sandarkan kepada konsep Hukum Ekonomi Syariah, pada akhirnya penelitian ini 

sampai kepada kesimpulan bahwa: 

1. Dalam gugatan tersebut, penulis mencermati bahwa gugatan Penggugat 

terhadap dwangsom telah memenuhi syarat ketentuan yang telah diatur dalam 

Pasal 606a dan 606b RV yakni dwangsom menyertai hukuman pokok yang 

hukumannya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Objek yang menjadi 

sengketa adalah dua  bidang tanah, yang mana Tergugat mendapat hukuman 

pokok yakni mengosongkan dan menyerahkan dua  bidang tanah yang menjadi 

objek sengketa. Dan dengan demikian pertimbangan majelis hakim 

mengabulkan dwangsom  sudah tepat karena didasarkan Reglemen Acara 

Perdata (reglement op de Rechtsvordering) atau yang lebih dikenal dengan 

singkatan Rv Pasal 606a dan 606b. 

2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dwangsom (Uang 

Paksa) Studi Putusan No 179/pdt.6/2022/PN.PLG dalam kasus sengketa tanah 

dalam Hukum Ekonomi Syariah jika dilihat dari sudut pandang Maqasid al-

syariah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan 

keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Maka penulis menarik 

kesimpulan  dwangsom boleh dilakukan karena bertujuan agar tergugat segera 

mengosongkan dua bidang tanah yang merupakan hak dari penggugat.  
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B. Saran  

Setelah menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka ada 

beberapa hal yang penulis sarankan antara lain: 

1. Dwangsom merupakan solusi yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap 

pihak Tergugat yang tidak mau menjalankan hukuman pokok yang diberikan 

hakim dengan sukarela. Maka dwangsom dapat dijadikan alternatif untuk 

penyelesaian perkara khususnya di Peradilan Perdata. 

2. Penulis merekomendasikan untuk ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

terkait berlakunya dwangsom, agar penerapan dwangsom jelas dasar hukum 

dan penyaluran dari dwangsom tersebut dalam Hukum Islam. 
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